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Abstract 

Al-Ta'assuf's study is a concept that is very suitable for detecting any 
form of fraud and the use of personal or group rights. This proof is 
proven in the analysis of the Constitutional Court Decision, by 
describing and matching the indicators of al-ta‘assuf on the verdict. The 
results of the evidence state that the Constitutional Court Decision No. 
46 is a form of al-ta‘assuf, stating the contents of the decision that 
disguises even the right of the wife and child committed in marriage 
that is legal and protected by religion and law. The Constitutional 
Court's verdict is very real contrary to the intention of al-Sya> ri ‘in every 
order and prohibition that is maslahat for all. 
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A. Pendahuluan 

Risalah Islam yang diturunkan 1400 tahun silam, membawa 

konsep persamaan hak dan tercantum dalam nas-nas suci Islam. 

Diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada para Sahabatnya, dan diajarkan 
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secara turun temurun kepada kaum muslimin setelahnya. Pengakuan 

Islam tentang hak sangat universal. Kebebasan setiap orang dalam 

mencari dan menikmati setiap nikmat merupakan sebuah pengakuan 

yang sangat diakui keberadaan dan posisinya dalam Islam. 

Kemajemukan hak yang ada pada tiap individu merupakan sebuah 

keniscayaan, tidak ada seorangpun yang dapat menanggung kewajiban 

orang lain, atau menzalimi orang lain untuk memenuhi hak pribadinya. 

Masyarakat sekuler tidak memiliki landasan metafisik 

terhadap konsep hak dan kebebasan,  konsep kebebasan dan hak 

dianggap berasal dari pandangan filsafat, yang sulit dipahami 

kepentingannya. Satu-satunya jalan untuk menerangkan gagasan hak 

dan kebebasan dengan melihat gagasan tersebut sebagai bagian 

penting dari suatu sistem politik pemerintahan. Seperti sejarah 

perjuangan politik dalam periode ‘pasca-protestanisme’ sejarah Eropa, 

saat Eropa terpecah belah dalam kerajaan-kerajaan setelah penolakan 

Paus. Semua kekuasaan kemudian terkonsentrasi secara turun menurun 

di tangan tokoh-tokoh titular seperti Putra Mahkota. Para tokoh 

tersebut berkuasa penuh tanpa ada kepemilikan hak selain mereka, 

contohnya dalam teori yang sempurna seluruh tanah adalah milik raja, 

tenaga warga dapat digunakan sesuai dengan kepentingannya. 

Kehendaknya adalah sebuah sumber hukum dan tak seorangpun 

memiliki hak untuk menentang raja yang lalim. Demikianlah etika 

politik yang berlangsung tak ada kekuasaanpun bagi warga negara 

untuk menghadapi kesewenang-wenangan tersebut, karena para 
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penguasa tersebut berada di atas hukum.1 

Ketiadaan sebuah landasan metafisik yang mendasari gagasan 

kesamaan hak dan kebebasan di Barat Membuat sulit menentukan 

batasan-batasan gagasan hak dan kebebasan. Kesulitan pun semakin 

bertambah dalam mengidentifikasi  penyalahgunaan, pelanggaran dan 

kesewenang-wenangan dalam penggunaan hak.  

Berbeda dengan Islam, landasan pijakan yang menjadi sumber 

utama adalah al-Qur’an dan sunah berisi dasar-dasar kewajiban, hak, 

persamaan dan kebebasan. Selain itu, kedua sumber asasi merangkum 

batasan-batasan hak dan kewajiban, yang membuat setiap 

penyalahgunaan, pelanggaran dan kesewenang-wenangan dalam 

penggunaan hak, harus ditindak sesuai dengan syarak, untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. 

Pengakuan hak di ranah hukum nasional telah disinggung 

dalam rumusannya, mulai dari Pembukaan, batang tubuh, maupun 

penjelasan UUD RI 1945. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, alenia 

pertama pembukaan UUD RI 1945 ‚Bahwa Kemerdekaan itu adalah 

hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan 

peri keadilan‛.2 Pengakuan terhadap ‚peri kemanusiaan‛ menjadi 

                                                           
1S{ubh}i> ‘Abduh Sa‘i>d, al-Sult}ah wa al-H{urriyah fi> al-Niz}a>m al-Isla>mi>, 

h. 53. 
2Rusjdi Ali Muhammad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif 

Syariat Islam (Cet. I; Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. xxiii. 
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panduan khusus, yang memberikan hak kemerdekaan bagi setiap 

pribadi di Indonesia secara khusus. 

Pengakuan hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia tidak 

lantas memberi pengertian, bahwa hak yang ada dapat disalahgunakan 

untuk kepentingan sendiri secara sadar atau tidak sadar. Penelitian 

tesis ini dilakukan untuk membuka pandangan penyalahgunaan tadi, 

memperkenalkan sebuah dasar teori yang telah dipakai oleh para ulama 

Islam klasik untuk mengenal setiap bentuk penyalahgunaan hak. 

Sehingga hukum Indonesia dalam penegakan haknya tidak menutup 

mata terhadap penyalahgunaan bahkan kesewenang-wenangan yang 

dilakukan dalam penegakannya. 

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 46 Tahun 2010 yang 

menetapkan hubungan keperdataan anak di luar nikah kepada ayah dan 

keluarga ayahnya, juga dilakukan dengan dasar pandangan untuk 

menegakkan hak anak di luar nikah. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan 

apakah penetapan putusan itu sudah tepat, tidak adakah hak orang lain 

yang terzalimi dengan adanya putusan tersebut. Dengan kata lain 

apabila dilakukan analisis dengan analisa hukum dari perspektif 

manapun putusan tadi mampu menciptakan rasa adil kepada 

masyarakat.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah ‚Bagaimana Analisis al-Ta’assuf dalam 

Penggunaan Hak Perspektif Hukum Islam tentang Kedudukan Anak 

Luar Nikah Sesuai Putusan MK No 46 Tahun 2010?‛  
B. Pembahasan 

1. Definisi Hak 

Sebagai tatanan hukum, hukum Islam memiliki konsep 
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tersendiri dalam menerjemahkan dan menerapkan setiap aturan yang 

ditetapkannya. Pandangan hukum Islam tentang konsep hak 

disandarkan dan dikembalikan kepada Allah swt.,  sebagai pemilik 

kekuasaan dalam mengatur setiap aturan yang sesuai untuk 

ciptaannya.3 

kata  dalam al-Qur’an terdapat dalam banyak ayat dengan  اَلَْْقُُ

makna beragam sesuai dengan rangkaian teks ayat. Hal tersebut 

terlihat dari beberapa ayat yang mengandung kata ُُاَلَْْق berikut : 

a. Al-H{aq yang diartikan sebagai ketetapan, kebenaran dan 

kejujuran. contohnya pada QS Yasin/36: 70. 

 (٠ٓ)ُالْكَافِريِنَُُعَلَىُالْقَوْلُُُوَيََِقُ ُحَيًّاُكَانَُُمَنُُْليُِ نْذِرَُ

Terjemahnya: 

Supaya Dia (Muhammad) memberi peringatan kepada 
orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah 
(ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.4 
 

b. Al-H{aq diartikan sebagai keyakinan. Sesuai dengan firman 

                                                           
3 Pernyataan tentang kekuasaan mutlak Allah swt. sebagai al-Sya>ri’ 

telah dijelaskan dalam banyak karya pengantar mempelajari hukum Islam. 
Dasar hukum Islam adalah Ketuhanan yang berkaitan dengan ketetapan fitrah 
penciptaan manusia, dengan dasar ketuhanan maka setiap ketetapan dalam 
setiap perintah dan larangan dibuat untuk memudahkan urusan manusia dari 
segala belenggu hawa nafsunya. Lihat, Fath}}i> al-Duraini>, al-H{aq wa Mada> 
Sult}a>n al-Daulah fi Taqyidihi (Cet. III; Beirut: Mu’asasah al-Risa>lah, 1984), 
h. 16. 

4Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: 
Majma‘ al-Malik Fahd, 1997), h. 445. 
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Allah swt. pada QS al-Z|a>riya>t/51: 22-23. 

ُتَ نْطِقُونَُُأنَ كُمُُْمَاُمِثْلَُُلََْقُ ُإِن وُُُوَالأرْضُُِالس مَاءُُِفَ وَرَبُِّ(ٕٕ)ُتُوعَدُونَُُوَمَاُرِزْقُكُمُُْالس مَاءُُِوَفُِ

(ٕٖ)ُ

Terjemahnya : 

Di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat 
(pula) apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan 
langit dan bumi, Sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah 
benar-benar (akan terjadi) seperti Perkataan yang kamu 
ucapkan.5 

 

Arti kata hak pada kedua ayat di atas telah mengikat makna 

hak pada sebuah ketetapan, kebenaran, keyakinan dan keadilan. Makna 

bahasa yang dipakai dalam firman Allah swt. disesuaikan pula dengan 

rangkaian kata yang mengikat makna sehingga tujuan penggunaan 

sebuah kata dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. 

Definisi konsep hak yang mahsyur digunakan sekarang 

menurut al-Khuli tidak terlepas dari berbagai pendekatan. pendekatan 

yang digunakan ahli fikih modern dalam mendefinisikan hak seperti 

pendekatan akar kata, pendekatan hukum positif, pendekatan ahli fikih 

klasik dan bahkan banyak yang mencoba menggabungkan semua 

model pendekatan yang ada6. Penetapan definisi dengan berbagai sudut 

telah menjelaskan terjadinya perubahan paradigma konsep hak dari 

zaman klasik Islam ke modern, atau dengan kata lain menunjukkan 

kompleksitas hubungan yang harus dijaga agar tidak terjadi tumpang 

tindih. 

                                                           
5Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 522.  
6Ahmad Mah}mu>d al-Khu>li>, Naz}ariyah al-H{aq, h. 41. 



207 

  

 

 

Bilancia, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2018 

Perbedaan perspektif yang terjadi dikalangan ulama 

kontemporer berujung pada dua hal penting yang ingin diwujudkan 

dalam penggunaan hak. Kedua hal tersebut adalah maslahat dan 

keleluasaan pribadi (ُُاِخْتِصَاص). Al-Khu>li> menambahkan, bahwa perbedaan 

dalam memandang kedua pendekatan adalah faktor utama, sehingga 

memilih definisi yang dibuat Mustafa Ahmad al-Zarqa, sebab 

mengakomodir dua hal tersebut. 

فًاُأَوُُْسُلْطَةًُُالشَرعُُُْبِوُُِيُ قَر رُُُاِخْتِصَاصُُ  7تَكْلِي ْ

Artinya : 

Keleluasaan pribadi yang ditetapkan oleh syariat penguasaannya 
dan pembebanannya. 
 

Al-Khu>li> memilih definisi al-Zarqa> disertai dengan beberapa 

catatan penting yaitu penggunaan kata ih}tisa>s yang menjadi kata kunci 

definisi di atas. Kata ihtisa>s memberikan makna privat kepada pemilik 

sesuatu dan mencegah penggunaannya dari orang lain. Tetapi 

keleluasaan pribadi yang diberikan bukanlah sebuah ketetapan yang 

mudah didapatkan dengan serampangan tetapi didasari oleh ketetapan 

syariat sebagai sumber ketetapan dalam Islam. 

Definisi al-Zarqa> memberikan pemahaman dalam 

menggambarkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui istilah hak 

dalam Islam. Penjelasan definisinya mencakup bahwa hak dalam Islam 

adalah sesuatu yang dilindungi dan diakui selama masih berada di 

                                                           
7Ahmad Mah}mu>d al-Khu>li>, Naz}ariyah al-H{aq, h. 48. 



208 

 

Bilancia Vo. 12 No. 2, Juli-Desember 2018 

dalam koridor syariat. Apabila maksud yang diinginkan dalam 

pemenuhan hak melanggar etika-etika syariat maka syariat secara 

langsung memberikan pelarangannya secara langsung. Kedua 

pendekatan yang digunakan konsep hak dalam Islam merupakan 

gambaran kesempurnaan dan kesesuaian aturan syariat Islam dengan 

zaman dan tempat penerapannya. 

2. Teori al-Ta’assuf dalam Penggunaan Hak 

Kajian konsep al-ta‘assuf baru dibahas secara khusus sebagai 

bagian pembahasan dalam us}u>l al-fiqh kontemporer, tetapi keadaan ini 

tidak berarti bahwa konsep al-ta‘assuf dalam penggunaan hak 

merupakan hal yang baru diperkenalkan dalam Islam dan tatanan 

syariatnya. Kajian-kajian ulama klasik seperti al-T>{uruq al-H{ukmiyah 

oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan menggunakan sinonim kata al-

ta‘assuf yaitu al-Mud}a>rrah fi> al-H{uqu>q. Kitab al-Muwa>faqa>t karya 

Imam Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi> juga menggunakan kata al-Isti‘ma>l al-

Maz\mu>m yang sinonim dengan kata al-ta‘assuf pada zaman sekarang. 

Karya kontemporer yang secara khusus membahas konsep al-

ta‘assuf penggunaan hak, adalah buku Naz}ariyah al-Ta‘assuf fi> Isti‘ma>l 

al-H{aq fi> al-Fiqh al-Isla>mi> karya Fath{i> al-Duraini>, karya tersebut 

membahas secara khusus dan detail tentang konsep al-ta‘assuf 

penggunaan hak dalam Islam dan beberapa perbandingan dengan 

konsep al-ta‘assuf dalam hukum positif. 

Kata ta‘assuf (ُُتَ عَسُّف) merupakan bentuk masdar dari kata 
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‘assafa (َُعَس ف), ‘assafa adalah bentuk fi‘il muta‘addi dari ‘asafa,8 

keterkaitan bentuk fi’il dan perubahannya memberikan kekayaan 

makna. Term ta‘assuf secara etimologi bermakna menyelewengkan. 

Apabila disandarkan dengan seseorang sebagai pelaku ta‘assuf maka 

maknanya adalah kezaliman. Bila disandarkan dengan perkataan maka 

maknanya adalah mengikuti sebuah perkataan tanpa petunjuk atau 

menerjemahkan sebuah kata dengan makna yang berbeda secara 

nyata.9 

Pengertian ta‘assuf dalam penggunaan hak yang dimaksudkan 

adalah suatu pertentangan antara keinginan al-Sya>ri‘ dengan perbuatan 

yang secara asal dibolehkan oleh syariat, dan berdampak pada kerugian 

pihak tertentu atau seluruh manusia secara umum. 

Setelah analisa kata perkata al-ta‘assuf dalam penggunaan hak, 

pengertian al-ta‘assuf  dalam penggunaan hak sebagai sebuah istilah 

adalah : 

10مُنَاقَضَةُُقَصْدُُالشَارعُِِفُِتَصَرُفُِمَأْذُونٍُفِيْوُِشَرْعًاُبَِسْبُِاَلَأصْلُِ  

Artinya :  

Pertentangan keinginan dengan al-Sya>ri‘ pada Perbuatan yang 

                                                           
8Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu’i, al-

Munjid fi> al-Lugah wa al-‘Ala>m (Cet. 37; Beirut: Da>r al-Masyraq, 1998), h. 
505.  

9Fr. Louis Ma’luf al-Yassu’i dan Fr. Bernard Tottel al-Yassu’i, al-
Munjid fi> al-Lugah wa al-‘Ala>m, h. 505.  

10Fath}}i> al-Duraini>, Naz}ariyah al-Ta‘assuf fi> Isti‘ma>l al-H{aq (Cet. III; 
Damaskus: Mu’asasah al-Risa>lah, 2008), h. 91. 
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oleh syariat dibolehkan pada asalnya  
 

Ahli hukum modern juga mengartikan istilah al-Ta‘assuf  

dalam penggunaan hak dengan :  

رُُمُعْتادٍُشَرْعًا وُِتَصَرفُاًُغَي ْ 11التَ عَسُّفُُ:ُىُوَُتَصَر فَُاْلِإنْسَانُُفُِحَقِّ  

Artinya : 

al-Ta‘assuf   adalah sebuah tindakan yang dilakukan manusia 
sesuai dengan haknya tetapi tindakan tersebut tidak sesuai 
secara syariat. 
 

Beberapa ahli hukum barat yang lain juga mengartikan dengan 

konteks yang berbeda, tetapi maksudnya sama yaitu : 

ُعَلَيُوَجْوُِغَيُِْْمَشْرُوعٍُُاِسْتِعْمَالُُ 12اْلَْقِّ  

Penggunaan hak pada sesuatu yang tidak dibenarkan secara 
syariat. 
 

Pemaparan ketiga bentuk pengertian al-ta‘assuf dalam 

penggunaan hak menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pandangan 

dalam menerjemahkan konsep al-ta‘assuf dalam penggunaan hak. 

Perbedaan tersebut sesuai dengan pengertian yang ada, mengacu 

kepada bentuk tindakan yang digunakan. Pada definisi yang diajukan 

oleh Fath}i> al-Duraini> beliau menjelaskan  bahwa tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan adalah sesuai dengan syariat. Definisi kedua 

dan ketiga menyatakan hal yang sebaliknya bahwa al-ta’assuf adalah 

penggunaan hak pada tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai 

                                                           
11Majlis al-a‘la> li al-Syu’u>n al-Islamiyah, Kita>b Usbu>‘ al-Fiqh al-

Isla>mi> (Kairo: t.p., t.th), h. 110.  
12Ibid. 
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dengan syariat Islam. 

Penilaian sebuah perbuatan dalam syariat didasarkan pada 

jenis-jenis perbuatan yang bisa saja mubah, sunah atau wajib. Setiap 

jenis perbuatan tersebut mempunyai hukum masing-masing sesuai 

dengan keadaannya, tetapi yang perlu diketahui setiap perbuatan atau 

tindakan mempunyai dua al-qasd (maksud) dalam setiap jenis 

perbuatannya. Kedua al-qasd digambarkan Imam al-Sya>t}ibi> sebagai 

berikut :  

ُباِلْقَصْدُِ ُالتَ رْكِ ُمَطْلُوْبُ رُ ُيَصِي ْ ُوَقَدْ ُالَأو لِ, ُباِلْقَصْدِ ُالْمَطْلُوْبُ ُىُوَ ُباِلْكُلِّ ُالفِعْلُ الَْمَطْلُوْبُ

رُُ ُيَصِي ْ ُوَقَدْ ُالَأو لِ, ُباِلقَصْدِ ُالتَ رْكُ ُالَْمَطْلُوْبُ ُىو ُباِلْكُلِّ ُالتَ رْكَ ُالْمَطْلُوْبَ ُأَن  كَُمَا الثاَنِ,

هُمَاُلََُيََْرجُُُعَنُْأَصْلِوُِمِنُْالَْقَصْدُِالْأَو لِ.ُمَطْلُوْبُُ   13الفِعْلُِباِلْقَصْدُِالثاَنِ,ُوكَُلُُوَاحِدٍُمِن ْ

Tuntutan untuk melakukan sesuatu secara utuh merupakan al-
qas}d pertama, tetapi terkadang terjadi transisi menjadi tuntutan 
untuk meninggalkan yang inilah disebut al-qas}d kedua. 
Sebagaimana tuntutan untuk meninggalkan secara utuh 
merupakan al-qas}d pertama yang terkadang bertransisi pada al-
qas}d kedua yaitu tuntutan untuk melaksanakan. Setiap transisi 
pada al-qas}d kedua tersebut tidaklah kemudian disebut keluar 
dari tuntutan awal yang diinginkan. 
 

Penjelasan Imam al-Syatibi tentang nilai al-qas}d dalam setiap 

perbuatan memberi kejelasan bahwa teks nas-nas yang ada harus selalu 

disesuaikan dengan konteks yang berlaku. Sesuatu hal yang telah 

                                                           
13Abu Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Syari>’ah komentar 

Abdullah Dirra>z, Juz 3(Kairo: Da>r al-Ma‘rifah, 1997), h. 193.  
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menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan pada waktu tertentu bisa 

berlaku rukhsah (keringanan), hal tersebut berlaku pula pada larangan 

bisa menjadi sebuah kewajiban saat sinyalemen keadaan darurat secara 

us}uli> terpenuhi. Sedangkan sesuatu yang mubah juga mengandung 

kedua al-qasd. Al-Qasd pertama mubah adalah perbuatan yang 

dasarnya sesuai dengan syariat atau sesuai dengan ketentuan syariat 

sehingga perbuatan tersebut dibolehkan. Tetapi terkadang sebuah 

perbuatan dibolehkan, serta pelaksanaannya merupakan hak tetapi 

hasilnya membawa keburukan, kemudaratan bahkan kerusakan, maka 

hal ini yang dimaksud dengan al-ta’assuf pada definisi pertama. 

Definisi kedua dan ketiga memberikan pemahaman yang 

berbeda dengan definisi pertama, definisi kedua dan ketiga 

menyatakan yang disebut dengan penggunaan hak pada sesuatu yang 

dasarnya memang dilarang oleh syariat. Jadi secara syariat perbuatan 

ini memang telah dilarang, para fuqaha menamakan perbuatan tersebut 

dengan al-muja>wazah (المجاوزة) atau al-ta‘addi}> (التعدي). Dan perbuatan 

al-ta‘addi> atau al-muja>wazah dalam Islam merupakan istilah yang 

telah paten dipergunakan dalam banyak kasus-kasus fikih. 

3. Analisis al-Ta‘assuf dalam Penggunaan Hak pada Putusan No 46 

Tahun 2010  

Posisi anak di luar nikah dengan ditetapkannya putusan MK 

No 46 Tahun 2010 berubah dari sebelumnya hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, ditambahkan 

dengan ayah dan keluarga ayahnya dengan pembuktian melalui 

teknologi modern. Meski putusan tersebut telah inkracht van gewisjde 

karena merupakan putusan MK yang mengadili perkara tingkat 

pertama dan terakhir. Tetapi putusan merupakan salah satu bentuk 
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karya ilmiah yang bisa dianalisis, dikaji bahkan dimentahkan ditangan 

para peneliti, meskipun tidak akan mempengaruhi ketetapan hukum 

Mahkamah yang telah menetapkannya. 

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan penambahan kata 

‚mempunyai hubungan perdata terhadap ayah dan keluarga ayahnya‛, 

memancing reaksi yang sangat besar dari para analisis hukum yang ada 

di Indonesia. Setidaknya terdapat empat artikel media cetak yang 

peneliti dapatkan yang memuat permasalahan putusan MK, artikel 

tersebut terbit dalam kurun waktu februari 2012 dengan segala 

perspektif. Hal yang menarik untuk diungkapkan, bahwa dari keempat 

artikel tersebut, tiga artikel isinya kurang lebih meminta MK meninjau 

ulang putusan yang telah dikeluarkan dan satu artikel dengan judul 

‚anak pasti berayah‛ yang ditulis sendiri oleh Ketua MK saat itu untuk 

menguatkan putusannya. 

Terdapat banyak perspektif yang dapat digunakan dalam 

melakukan analisis terhadap putusan MK, setiap analisis akan 

memberi perbedaan pandangan pada perkara. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan indikator al-ta‘assuf dalam penggunaan hak 

perspektif hukum Islam, dengan memakai indikator tersebut peneliti 

berharap dapat memberikan gambaran bagaimana Islam memberi 

respon terhadap setiap hak. Alasan penggunaan indikator al-ta’assuf 

dalam penelitian ini tidak lepas dari pembahasan tentang hak yang 

saling berkaitan dalam perkara pengujian undang-undang Perkawinan. 

Pemohon meminta kepada negara memberikan haknya yang telah 

dilanggar, khususnya hak anaknya yang dianggap anak di luar nikah, 
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dengan kata lain Islam menganggap anak tersebut adalah anak zina. 

Mahkamah juga dalam hal memberikan keadilan atas dasar haknya 

yang telah diwakilkan sebagai sebuah lembaga pemerintah, yang 

mempunyai hak untuk menciptakan rasa adil bagi masyarakatnya. 

Meskipun setiap kelompok dari pihak pemohon ataupun MK 

sebagai pemberi putusan sama-sama memiliki hak. Tetapi perlu 

diingat bahwa dalam setiap penggunaan hak yang menurut pribadinya 

atau kelompoknya benar, terkadang hanya mendatangkan 

kemaslahatan sepihak dan melupakan maslahat pribadi serta kelompok 

lainnya. Padahal dalam Islam telah diberi penegasan dalam firman 

Allah swt. di QS al-H{ujura>t/49: 10. 

ُلَعَل كُمُْتُ رْحََُونَُ) ُأَخَوَيْكُمُْوَات  قُواُاللََّ  اَُالْمُؤْمِنُونَُإِخْوَةٌُفَأَصْلِحُواُبَ يَْْ   (ٓٔإِنَّ 

Terjemahnya 

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 
itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 
rahmat.14 
 

Ayat di atas merupakan jaminan mutlak dalam setiap 

perkataan dan perbuatan seorang mukmin wajib melihat, memandang 

dan memperhatikan saudara semukminnya. Begitupula dalam 

menggunakan hak yang dimilikinya setiap muslim wajib pula 

memperhatikan apakah hak tersebut tidak menimbulkan kemudaratan 

bagi saudaranya yang lain. Islam tidak memberikan penegasan hanya 

melalui ayat-ayatnya, tetapi aturan syariat memberi langkah 

                                                           
14Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Madinah: 

Majma‘ al-Malik Fahd, 1997), h. 846.  
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pelaksanaan aturan nas-nas yang ada, sehingga setiap penyalahgunaan 

dapat dicegah lebih awal sebelum memberi efek kerusakan yang lebih 

dalam.   

a. Pencatatan Nikah dan Walad al-Zina> 

Menyamakan istilah anak luar nikah yang ada pada hukum 

positif Indonesia dengan walad al-zina>, pada hakikatnya membutuhkan 

pembahasan yang lebih dalam. Hal tersebut terjadi karena ketentuan 

perundang-undangan tentang perkawinan yang tidak dicatatkan 

dianggap sebagai perkawinan tidak sah, mengakibatkan semua hak-hak 

keperdataan yang berkaitan dengan perkawinan tidak didapatkan 

khususnya pengakuan anak.  

Meskipun undang-undang menyatakan seperti itu, tetapi fakta 

beberapa kalangan di masyarakat dengan masih seringnya terjadi 

pernikahan tanpa pencatatan, dengan alasan bahwa mereka memenuhi 

syarat dan rukun nikah dalam Islam sehingga pernikahan mereka telah 

sah walaupun tanpa pencatatan nikah. Tetapi pernyataan tentang tidak 

sahnya pernikahan tanpa pencatatan tidak hanya terjadi di Indonesia, 

terdapat keputusan Nas}r Fari>d Wa>sil ketika menjabat Mufti Mesir 

yang senada menguatkan. Keputusannya mengatakan bahwa bentuk 

nikah ‘urfi> yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pernikahan di 

Mesir merupakan tindakan batil dan merusak sendi-sendi jiwa dan 

menyebabkan hilangnya hak anak dan cemohan masyarakat bahkan 
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tidak mendapatkan jaminan apapun dari syariat.15  

Selain itu seorang ulama Mesir Syekh Mutawalli al-Sya‘ra>wi> 

menegaskan bahwa nikah ‘urfi> adalah bentuk perbuatan zina karena 

menyembunyikan pernikahan dan menghilangkan syarat 

mengumumkan dan menyebarkan pernikahan.16  

Penjelasan di atas telah menerangkan bahwa secara umum 

beberapa negara Islam dan para mayoritas ulama Islam telah 

menegaskan posisi hukum pencatatan pernikahan, dan bahkan 

menganggap posisi anak yang tidak dicatatkan tidak mendapat 

pengakuan syariat. Dicantumkan pula dalam penjelasan undang-

undang perkawinan, bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu 

sebagai berikut : 

a) Untuk tertib administrasi perkawinan 

b) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta 

kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu 

keluarga, dan lain-lain) 

c) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan 

d) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri dan 

anak 

e) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang 

diakibatkan oleh adanya perkawinan. 

Islam telah memberi penegasan yang jelas bahwa bentuk 

                                                           
15Fa>ris Muhammad‘Amra>n, al-Zawa>j al-‘Urfi> wa S}uwar ukhra> li al-

Zawa<>j gair al-Rasmi> (Cet. 1; Kairo: Majmu>‘ah al-Ni>l al-‘Arabiyah, 2001), h. 
51. 

16Fa>ris Muhammad‘Amra>n, al-Zawa>j al-‘Urfi> wa S}uwar ukhra> li al-
Zawa<>j gair al-Rasmi>, h. 54. 
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perkawinan harus mengakomodir semua rukun dan syarat pernikahan 

yang telah ditetapkan. Improvisasi dalam menerjemahkan dan 

menerapkan syarat-syarat yang ada merupakan sebuah keniscayaan, 

hal tersebut tak terlepas dari perkembangan masyarakat. Perlu pula 

diingat bahwa Islam merestui setiap bentuk perubahan selama tidak 

bertentangan dengan dasar-dasar syariat, melanggar maqasid al-syariah 

dan mengakibatkan kerusakan nyata bagi masyarakat Islam sendiri. 

menilik segala ketentuan yang ada maka pencatatan pernikahan 

merupakan sebuah langkah improvisasi dalam menjaga ketertiban 

masyarakat, bahkan menguatkan maksud syariat dalam menjaga 

manusia dan keturunannya. Tanpa aturan pencatatan pernikahan  di 

masa modern sekarang telah jelas bahwa perlindungan hak-hak kepada 

suami, istri dan anak sangat sulit diwujudkan. 

b. Posisi Walad al-Zina> 

Putusan MK No 46 secara sekilas menurut perspektif hukum 

Islam telah sangat jelas melanggar beberapa ketentuan dasar yang 

telah dimuat dalam kasus-kasus fikih klasik. Khususnya dalam 

permasalahan anak luar nikah yang dalam fikih Islam diistilahkan 

walad al-zina>, posisi seorang anak luar nikah menurut hukum Islam 

telah ditegaskan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya. Maksud dari kata-kata hubungan perdata dalam 

undang-undang Perkawinan adalah hak keperdataan seorang anak yang 

meliputi : perkawinan, perwalian dan warisan. Jadi secara yuridis 

formal setelah keluarnya putusan MK No 46, anak luar nikah memiliki 

hubungan perdata kepada ayah dan keluarga ayahnya sama seperti 
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anak sah pernikahan. 

Islam memasukkan zina dalam jajaran dosa-dosa besar, dasar 

dari ketetapan tersebut adalah firman Allah swt. pada QS al-Isra>’/17: 

32. 

كَُانَُفَاحِشَةًُوَسَاءَُسَبِيلاُ) ُ(ٕٖوَلَُتَ قْرَبوُاُالزنِّاَُإِن وُ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.17 
 
Firman Allah swt. di surah al-Isra>’ menggunakan kata la> 

taqrabu> sebagai bentuk larangan umum. Alasan menggunakan kata 

tersebut disampaikan oleh Imam al-Nawawi> dalam syarh al-Muhazzab, 

bahwa penyebutan perbuatan zina secara langsung adalah tidak 

menafikan larangan untuk mendekati. Jadi jikalau menetapkan kata la> 

taznu> (janganlah engkau berzina), berarti hanya perbuatan zinanya saja 

dilarang, adapun hal-hal yang mengantar atau menjadi penyebab awal 

dari perzinahan masih dibolehkan. Melalui alasan seperti itu al-Sya>ri’ 

dalam al-Qur’an ingin menjelaskan bahwa janganlah engkau 

melakukan perbuatan yang mendekat kepada perzinahan, karena 

mendekati itu akan mengantar pada perzinahan yang sebenarnya.18  

Kerasnya ketetapan Islam tentang zina juga dikuatkan dengan 

pemberian bentuk hukuman yang ditentukan ukurannya secara 

langsung dalam al-Qur’an, yang dikenal dengan istilah hudud sebanyak 

100 cambukan bagi pezina laki-laki dan perempuan yang belum 

                                                           
17Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 429.  
18Muhyi> al-Di>n bin Syaraf al-Nawawi>, Kita>b al-Majmu>‘ Syarh al-

Muhaz\z\ab, juz 22 (Jeddah: Maktabah al-Irsya>d, t.th.), h. 22.  
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menikah. Sedangkan bagi yang sudah menikah diperberat lagi dengan 

rajam (ditanam mencapai pinggang lalu dilempari dengan batu), bagi 

mereka yang sudah menikah. Ketetapan 100 cambukan bagi pria dan 

wanita yang belum menikah terdapat pada firman Allah swt. Q.S al-

Nur/24: 2. 

ُرَأُْ ُبِِِمَا ُوَلَُتأَْخُذْكُمْ ُجَلْدَةٍ ُمِائَةَ هُمَا ُمِن ْ ُوَاحِدٍ كُُل  ُوَالز انُِفَاجْلِدُوا ُإِنُُْالز انيَِةُ ُاللَِّ  ُدِينِ ُفِ فَةٌ
ُوَالْيَ وْمُِالآخِرُِوَلْيَشْهَدُْعَذَابَ هُمَاُطاَئفَِةٌُمِنَُالْمُؤْمِنِيَُْ)   (ٕكُنْتُمُْتُ ؤْمِنُونَُباِللَِّ 

Terjemahnya : 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. Dan 
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 
untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang 
beriman.19 
 
Terhadap hukuman rajam untuk pria dan wanita yang sudah 

berkeluarga, terdapat beberapa pandangan yang menyatakan tidak ada 

dasarnya pada al-Qur’an. Padahal apabila kembali pada riwayat dari 

Rasulullah saw. terdapat riwayat jelas dari Abu Hurairah ra. dan Zaid 

bin Kha>lid al-Juhni>. Keduanya berkata: kami bersama Rasulullah saw. 

kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: sesungguhnya anakku 

melakukan zina dengan istriku. Rasulullah saw. berkata: untuk anakmu 

dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk 

perempuan apabila dia mengakuinya maka rajamlah. Maka perempuan 

                                                           
19Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 543. 
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tersebut mengakui dan dirajamlah dia. Riwayat tersebut menjadi 

pedoman mazhab al-Syafi’i dalam menghukum pria dan wanita yang 

telah menikah lalu melakukan perbuatan zina.20 

Beratnya hukuman yang diberikan kepada pelaku zina 

berbanding lurus dengan efek yang ditimbulkan dari melakukan zina. 

Berbagai macam persoalan kemasyarakatan telah tercipta diakibatkan 

bebasnya praktik zina di masyarakat. Efeknya tidak hanya berdampak 

pada individu, tapi meluas menjadi penyakit masyarakat. Budaya 

prostitusi misalnya, merupakan lokasi subur penyebaran penyakit yang 

menyerang imunitas manusia yaitu AIDS, yang hingga  saat ini belum 

ditemukan obat penyembuh untuk para penderita. 

Adapun posisi anak yang dilahirkan dari hasil zina dalam 

hukum Islam memiliki beberapa pengecualian dari anak yang lahir dari 

hubungan sah suami istri. Khususnya pada permasalahan nasab dan 

warisan bagi sang anak, ketegasan Islam pada dua permasalahan itu 

dengan menetapkan bahwa anak zina tidak memiliki sangkut paut 

apapun kepada laki-laki yang menghamili ibunya dalam pandangan 

syariat. Dasar dari ketetapan tersebut adalah hadis Rasulullah saw : 

ثَ نَاُمَالِكٌُعَنُْابْنُِشِهَابٍُعَنُْعُرْوَةَُبْنُِالزُّبَ يُِْْعَنُْعَائِشَةَُرَضِيَُا ثَ نَاُيََْيََُبْنُُقَ زَعَةَُحَد  ُُحَد  للَّ 
هَاُقَالَت ُابْنَُوَليِدَةُِزَمُْ عَن ْ عَةَُكَانَُعُتْبَةُُبْنُُأَبُِوَق اصٍُعَهِدَُإِلََُأَخِيوُِسَعْدُِبْنُِأَبُِوَق اصٍُأَن 

ا ُفَاقْبِضْوُُقَالَتُْفَ لَم  كَانَُعَامَُالْفَتْحُِأَخَذَهُُسَعْدُُبْنُُأَبُِوَق اصٍُوَقَالَُابْنُُأَخِيُقَدُْعَهِدَُ مِنِّّ
ُال ُإِلََ ُفَ تَسَاوَقَا ُعَلَىُفِرَاشِوِ ُأَبُِوُلِدَ ُوَليِدَةِ ُأَخِيُوَابْنُ ُفَ قَالَ ُزَمْعَةَ ُبْنُ ُعَبْدُ ُفَ قَامَ ُفِيوِ ُإِلََ  ن بِِّ

كَُانَُقَدُْعَهِدَُإِلََ ُفِيوُِفَ قَالَُعَبُْ ُابْنُُأَخِي ُُعَلَيْوُِوَسَل مَُفَ قَالَُسَعْدٌُياَُرَسُولَُاللَِّ  دُُبْنُُصَل ىُاللَّ 
ُصَل ىُاللَّ ُُعَلَيْوُِوَسَُ ل مَُىُوَُلَكَُياَُزَمْعَةَُأَخِيُوَابْنُُوَليِدَةُِأَبُِوُلِدَُعَلَىُفِرَاشِوُِفَ قَالَُرَسُولُُاللَِّ 

                                                           
20Muhyi> al-Di>n bin Syaraf al-Nawawi>, Kita>b al-Majmu>‘ Syarh al-

Muhaz\z\ab, h. 26. 
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ُقَالَُلِسَوْدَةَُعَبْدُُبْنَُزَمْعَةَُثُُ ُقَالَُالن بُُِّصَل ىُاللَّ ُُعَلَيْوُِوَسَل مَُالْوَلَدُُللِْفِرَاشُِوَللِْعَاىِرُِالَْْجَرُُثُُُ 
ُصَل ىُاللَّ ُُعَلَيْوُِوَسَل مَُاحْتَجِبُِمِنْوُُلِمَُ اُرَأَىُمِنُْشَبَهِوُِبِعُتْبَةَُفَمَاُرَآىَاُبنِْتُِزَمْعَةَُزَوْجُِالن بِِّ

ُلَقِيَُاللَّ َُ  حَتَّ 
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza‘ah, telah 
menceritakan kepada kami Ma>lik dari Ibnu Syiha>b dari ‘Urwah 
bin al-Zubair dari ‘A<<<<isyah ra. berkata; ‘Utbah bin Abi Waqash 
berpesan kepada saudaranya Sa‘ad bin Abu Waqash, yang 
isinya anak laki-laki dari hamba sahaya Zam‘ah adalah anakku, 
maka ambillah. ‘A<isyah berkata; Ketika tahun Pembebasan 
Makkah, Sa‘ad bin Abu Waqash mengambilnya, seraya 
berkata; Itu anak laki-laki saudaraku, yang ia berpesan 
kepadaku untuk mengambil anak ini. Maka ‘Abd bin Zam‘ah 
berdiri lalu berkata: Oh tidak, karena saudaraku dan anak laki-
laki hamba sahaya ayahku dilahirkan di tempat tidurnya. Lalu 
keduanya mengadukan masalah ini kepada Nabi saw. Sa'ad 
berkata: "Wahai Rasulullah saw., ini adalah anak saudaraku, 
yang saudaraku telah berpesan kepadaku untuk mengambilnya. 
Lalu ‘Abd bin Zam‘ah berkata: ‚Saudaraku dan anak laki-laki 
dari hamba sahaya ayahku dilahirkan pada tempat tidurnya‛. 
Lantas Rasulullah saw. berkata: ‚Dia itu milikmu wahai ‘Abd 
bin Zam‘ah‛. Kemudian Nabi saw. bersabda: ‚Anak itu milik 
pemilik kasur (suami) sedangkan lelaki pezina baginya adalah 
batu (dirajam)‛. Kemudian Rasulullah berkata kepada Saudah 
binti Zam‘ah istri Nabi saw.: ‚Berhijablah engkau daripadanya 
wahai Saudah, yang demikian karena ada kemiripannya dengan 
'Utbah‛. Maka anak laki-laki dari hamba sahaya Zam‘ah itu 
tidak pernah melihat Saudah selama-lamanya hingga Saudah 
berjumpa dengan Allah.21 
 
Inti dari hadis panjang di atas adalah penggalan sabda 

                                                           
21Abu> al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 (Cet 1: 

Kairo; Da>r al-h}adi>s, 1991),\ h. 1324.  
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Rasulullah saw. yang menjadi patokan dasar nasab seorang anak adalah 

al-fira>sy (ranjang). Rasulullah mengiaskan bahwa nasab seorang anak 

disandarkan kepada pemilik ranjang, makna kata al-fira>sy digunakan 

sebagai bentuk majas dari kata suami. Dalil di atas digunakan oleh ke 

empat  Imam mazhab fikih yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan 

Hanbali sebagai landasan penyandaran nasab kepada seorang anak. 

Dengan ketentuan bahwa hanya suami yang melalui akad sah 

perkawinan, dan menjadi tempat melekatnya nasab dan semua 

hubungan keperdataan lainnya. Berdasarkan dalil naqli tersebut juga 

seorang anak yang merupakan hasil dari hubungan yang tidak diakui 

oleh syariat hanya disandarkan kepada ibunya. 

Ketetapan pemberian hak waris walad al-zina> dari pihak ibu 

dan keluarga ibu, menjadikan ibu dan keluarga ibu mendapatkan hak 

waris pula dari walad al-zina> ketika meninggal lebih dulu. Meskipun 

pada saat meninggalnya walad al-zina>, ayahnya masih hidup tetapi 

ketiadaan hubungan nasab menjadi hijab bagi bapak untuk 

mendapatkan warisan dari walad al-zina>. 

Besarnya hukuman pelaku zina dan putusnya nasab serta hak 

waris walad al-zina>  dari bapaknya, bukanlah merupakan alasan 

menjadikan walad al-zina> berada dalam posisi terpinggirkan di mata 

masyarakat dan syariat. Syariat justru memberikan posisi yang adil 

dan persamaan pada walad al-zina> dan tidak membenarkan satupun 

tindakan zalim yang ditujukan kepada walad al-zina>. Islam 

memberikan penegasan melalui firman Allah swt. Q.S. al-An‘a>m/6: 

164. 

هَاُوَلَُتَزرُُِوَازرَِةٌُ كُُلُُّنَ فْسٍُإِلَُعَلَي ْ كُُلُِّشَيْءٍُوَلَُتَكْسِبُ ُأبَْغِيُرَبًّاُوَىُوَُرَبُّ رَُاللَِّ  ُوِزْرَُقُلُْأَغَي ْ
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كُُنْتُمُْفِيوُِتََْتَلِفُونَُ) إِلََُرَبِّكُمُْمَرْجِعُكُمُْفَ يُ نَبِّئُكُمُْبِاَ ُ(٦ٗٔأُخْرَىُثُُُ 

Terjemahnya: 

Katakanlah: ‚Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, 
Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah 
seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali 
kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu 
kembali dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 
perselisihkan.‛22 
 
Ibnu Kas\ir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas 

menyatakan, bahwa setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan amalnya, 

apabila orang tersebut berbuat baik maka kebaikan akan menyertainya, 

sedangkan jika sebaliknya berbuat jahat maka kejahatan adalah 

balasan baginya. Sesungguhnya tiada seorangpun yang membawa, 

mewarisi dan bertanggung jawab akan dosa orang lain, oleh karena 

inilah keadilan pada sisi Allah swt.23 

Penegasan ayat 164 surah al-An‘a>m tadi merupakan sebuah 

penjelasan posisi walad al-zina>, walad al-zina> tidak mendapatkan 

balasan apapun dari tindakan jarimah kedua orang tuanya, sebab 

bagaimana mungkin dia mendapatkan balasan dari tindakan yang 

dilakukan sebelum kelahirannya. Ketiadaan hubungan nasab kepada 

bapak bukanlah merupakan penentu baik dan buruknya seseorang, 

                                                           
22Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 217. 
23Abu al-Fida> Isma‘i>l bin ‘Umar Bin Kas \i>r‘, Tafsi>r al-Qur’an al-

‘Az}i>m (Cet. 1; Beirut: Da>r Ibnu H{azm, 2000), h. 743. 
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karena dalam Islam dan masyarakat Islam meyakini satu-satunya yang 

menjadi ukuran kelebihan dan kekurangan seseorang di sisi Allah swt. 

adalah takwa. 

Asas maslahat dalam Islam diatur telah diatur sedemikian 

rupa, dalam setiap bentuk kewajiban, larangan dan pembolehan yang 

telah ditetapkan oleh al-Syari‘. Hal tersebut dapat terlihat dalam 

bentuk hudud cambuk dan rajam dalam zina misalnya, hukuman 

tersebut secara nyata dapat menghilangkan nyawa pelaku. Tetapi 

maslahat yang dikandung di dalam hudud zina, adalah menciptakan 

efek jera dan ancaman nyata bagi setiap individu muslim yang ingin 

mendekati zina. 

 Besarnya ancaman pelaku zina sampai mengorbankan jiwa, 

disebabkan kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat ketika zina 

merajalela, jauh lebih dahsyat daripada hukuman zina. Islam juga tidak 

mengatur setiap jenis hukuman dengan semena-mena, dengan kata lain 

hanya mengingat kemaslahatan umum tanpa memperhatikan 

kemaslahatan pribadi. Gambaran nyata dapat diambil dari kisah wanita 

pezina, yang secara syariat telah jelas hukumannya tetapi ditunda oleh 

Rasulullah saw. disebabkan adanya maslahat lain yang ada pada diri 

pelaku, yaitu jiwa anak di dalam kandungan. Apabila bentuk maslahat 

ada pada setiap bentuk ketetapan syariat dalam Islam tidak terlihat 

nyata, pada akhirnya segala ketetapan yang ada merupakan ketentuan 

yang harus diikuti bagi mereka yang beriman kepada Allah swt. dan 

Rasulullah saw. 

4. Indikator Pembuktian al-Ta’assuf 

Posisi anak luar nikah (walad al-zina> ) menurut ketetapan fikih 

klasik hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya, ketetapan 
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tersebut ditetapkan pula dalam UU RI No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa ‚anak luar nikah hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya‛. Ketetapan tersebut 

menurut pemohon dan MK telah mencedarai hak-hak seorang anak dan 

mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, karena anak yang 

dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah sering mendapat 

perlakuan tidak adil. Berdasarkan permohonan pemohon yang 

dicederai haknya karena berlakunya UU No 1 Tahun 1974, MK 

menetapkan keadilan yang menjadi haknya sesuai wewenang yang 

diberikan dengan menambah Pasal 43 UU RI No 1 Tahun 1974. 

Penggunaan hak yang dilakukan pemohon sebagai individu dan MK 

sebagai lembaga yang mewakili individu negara dalam Islam sangat 

diakui.  Tetapi perlu diingat penggunaan hak tersebut tidak boleh 

berujung pada al-ta‘assuf, terlebih lagi tidak boleh melawan al-sya>ri‘ 

dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya. 

Pembuktian apakah putusan No 46 MK Tahun 2010 tidak 

melanggar kaidah al-ta‘assuf menurut syariat perlu dilakukan, 

mengingat bahwa Republik Indonesia adalah negara dengan penganut 

Islam mayoritas, yang secara tidak langsung efek dari putusan akan 

nyata dampaknya pada masyarakat muslim. Pembuktian al-ta‘assuf 

dilakukan dengan menggunakan setiap indikator yang ada dan diuji 

pada putusan MK no 46 Tahun 2010. Melalui indikator dan alasan-

alasan ditetapkannya putusan tersebut akan diuji sejauh mana manfaat 

dan penyimpangan yang terjadi, agar tidak menghasilkan sebuah 

keputusan yang ingin mewujudkan keadilan tetapi malah membawa 
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mudarat yang lebih banyak. 

1) Indikator Intern 

Indikator pertama dalam menganalisa adanya al-ta‘assuf 

dengan melihat kondisi intern pemohon dan lembaga MK. Dugaan al-

ta‘assuf pada indikator intern dapat dibuktikan dengan melihat dua 

hal: tujuan yang hanya berorientasi keburukan dan penggunaan hak 

yang tidak sesuai dengan maslahat  syariat.24 Apabila pihak pemohon 

dan MK tidak melanggar dua hal yang terdapat pada indikator pribadi 

al-ta‘assuf , berarti keadilan yang diusung dari Putusan tersebut akan 

membawa kemaslahatan bersama untuk masyarakat Indonesia. 

Analisis yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud 

seseorang, lembaga atau kelompok sangat sulit untuk dilakukan 

apabila tidak dilakukan dengan bantuan faktor-faktor yang mendasari 

maksud tersebut.  

Faktor pertama dengan melihat maksud tersebut tidak 

menghasilkan tujuan apapun kecuali mudarat bagi orang lain. 

Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan bahwa 

pemberlakuan pasal tentang pencatatan perkawinan akan merugikan 

dan melanggar aturan UUD RI 1945 tentang hak setiap orang untuk 

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

sah.25 Faktanya pemohon telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki 

yang telah beristri, dengan tidak memenuhi prosedur, tata cara dan 

                                                           
24Fath}}i> al-Duraini>, Naz}ariyah al-Ta‘assuf fi> Isti‘ma>l al-H{aq (Cet. III; 

Damaskus: Mu’asasah al-Risa>lah, 2008), h. 230, 240. 
25Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, h. 4. 
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persyaratan sebagaimana diatur UU RI No 1 Tahun 1974.26 Alasan 

tersebut saja telah membuat permohonan pemohon dalam perkara 

tersebut tidak dapat dilanjutkan karena pemohon sama sekali tidak 

mempunyai hak untuk mengajukan perkara. 

Permohonan pemohon untuk menghapus dua ketentuan yaitu 

tentang pencatatan dan nasab anak luar nikah merupakan bentuk 

kemudaratan yang sangat jelas. Jadi pengajuan permohonan yang 

dilakukan pihak pemohon dari diri pribadi tidak mempunyai tujuan 

lain selain menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin lainnya. Tujuan 

pencatatan pernikahan adalah langkah tertib administrasi yang 

dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan 

memberikan kepastian status dan perlindungan hak-hak sipil dari 

perkawinan. Terlebih lagi penyandaran nasab seorang anak yang 

hubungan pernikahannya tidak jelas kepada bapaknya akan mencederai 

bahkan menzalimi anak dan istri dari hubungan sah perkawinan.  

Lembaga MK sebagai pemutus keadilan dalam perkara 

pengujian UU Perkawinan, telah menjelaskan dan mengakui dalam 

pertimbangan hukum yang dibuatnya. Terdapat causal verband (sebab 

akibat) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang 

yang dimohonkan pengujian, sehingga para pemohon memenuhi syarat 

legal standing permohonan. Tetapi pada poin pendapat mahkamah 

permohonan Pemohon untuk menghapus pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 

                                                           
26Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, 

h.15. 
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dianggap tidak beralasan hukum. Sedangkan permohonan tentang 

Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945.27 

Pertimbangan MK yang menyatakan adanya causal verband 

antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Pasal  2 ayat (2) 

dan Pasal 43 ayat (1). Tetapi memutuskan dengan tidak mengabulkan 

permohonan tentang penghapusan pencatatan dan menyatakan Pasal 

43 ayat (1) tentang nasab anak di luar nikah. Seharusnya ketika MK 

menolak melanjutkan pengujian Pasal 2 ayat (2)  berarti menolak pula 

pengujian Pasal 43 ayat (1) disebabkan kedua pasal tersebut memiliki 

keterkaitan secara langsung. Mudarat yang terjadi dengan 

menghapuskan pencatatan perkawinan sebagai langkah penertiban 

hampir seimbang dengan menyatakan bahwa seorang anak luar nikah 

memiliki hubungan nasab dengan bapaknya.  

Faktor kedua yang digunakan oleh para ulama dalam menilai 

indikator intern perbuatan al-ta‘assuf adalah penggunaan hak yang 

tidak menghasilkan maslahat yang diinginkan. Imam Malik 

mencontohkannya  seperti pada persoalan wali yang ingin menikahkan 

putrinya dengan calon suami yang tidak memiliki apapun, jawaban 

Imam Malik boleh saja tapi cenderung untuk melarangnya dikarenakan 

mudarat nyata .28 Pertimbangan seperti tersebut seharusnya digunakan 

MK sebagai lembaga negara pelindung konstitusi, yang diberi 

wewenang untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. sehubungan 

                                                           
27Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, h. 

36. 
28Ma>lik bin Anas, al-Mudawanah al-Kubra>, Juz 4 (Kairo: Mat}bu‘ah 

al-Sa‘a>dah, 1323 H), h. 155.  
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dengan kewenangan itu MK mempunyai hak untuk menetapkan 

keadilan yang sesuai dengan agama, norma dan adat yang masih 

berlaku kental di Indonesia. 

Sesuai dengan pertimbangan tersebut putusan MK No 46 

Tahun 2010 dalam pandangan syariat telah benar memiliki 

kemaslahatan dalam penetapannya. Maslahat tersebut beralasan karena 

penilaian MK yang menyatakan tidak ada perempuan yang hamil tanpa 

terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa. Menyatakan pula bahwa 

tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak 

diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, lebih 

tidak adil dan tidak tepat jika hukum membebaskan laki-laki yang 

melakukan hubungan seksual penyebab kehamilan.29 Maslahat yang 

diinginkan MK adalah perlindungan dan pertanggungjawaban kepada 

anak dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Tetapi MK 

melupakan satu hal apabila hukum memberi keadilan dengan 

menyatakan memberikan hubungan perdata kepada ayah, bagaimana 

keadilan bagi pihak istri dan anak sah. Menjaga hak dan kemaslahatan 

istri dan anak sah dalam pandangan syariat dan hukum kedudukannya 

lebih utama daripada penetapan nasab anak luar nikah. 

Pandangan tersebut tidak berarti menilai nasab anak luar nikah 

tidak harus dilindungi, tetapi pertimbangan maslahat yang dimiliki 

MK telah melanggar batas dari sisi syariat ketika menetapkan 

                                                           
29Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, h. 

34-35. 
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persoalan yang menyalahi kemaslahatan umum para istri dan anak 

yang sah. Melihat kedua faktor yang dilakukan untuk menilai indikator 

intern tindakan al-ta‘assuf dalam penggunaan hak, pemohon dan MK 

menurut pandangan syariat dapat dilarang untuk menetapkan putusan 

tersebut menjadi sebuah hukum yang berlaku secara inkracht van 

geswijde. 

2) Indikator Ekstern 

Penetapan sebuah tindakan atau perkataan termasuk dalam 

kategori al-ta‘assuf tidak hanya dilihat dari indikator intern yang 

terdapat dari dalam diri pelaku. Syariat juga dapat memberikan 

pandangan dan penilaian sebuah perbuatan dari cacat nyata yang 

timbul dalam menimbang dua kemaslahatan, atau dengan kata lain 

tidak terdapat kesesuaian antara dua maslahat. Jadi pada indikator 

ekstern penilaian al-ta‘assuf yang ingin diketahui bagaimana 

pertimbangan antara dua kemaslahatan. Pertimbangan yang digunakan 

dalam menilai indikator luar ada tiga yaitu : 

Cacat yang nyata di antara dua maslahat, yang tidak 

memungkinkan adanya kesesuaian pada keduanya secara mutlak. 

Mudarat umum yang akan menimpa masyarakat Islam, atau 

golongan tertentu dalam masyarakat disebabkan karena penggunaan 

hak. 

Mudarat yang timbul dari penggunaan hak seseorang atau 

golongan seimbang dengan maslahat yang timbul, bahkan bisa lebih 

besar mafsadah dari maslahatnya, meskipun tidak ada kesesuaian 

antara dua kemaslahatan.30 

                                                           
30Fath}}i> al-Duraini>, Naz}ariyah al-Ta‘assuf fi> Isti‘ma>l al-H{aq, h. 252. 
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Pertimbangan yang terjadi dari putusan MK adalah 

pertimbangan antara maslahat anak sah dan maslahat anak luar nikah, 

apabila kedua maslahat tersebut ditimbang kemudian menghasilkan 

putusan seperti yang dikehendaki MK, yaitu menyandarkan semua hak 

keperdataan anak luar nikah kepada pihak laki-laki. Putusan tersebut 

akan bertentangan dengan dasar-dasar syariat yang digolongkan dalam 

al-d}aru>riya>t31, masalah nasab termasuk dalam maqa>sid al-syari>‘ah yang 

harus dijaga dan kemaslahatannya lebih dikedepankan daripada 

masalah apapun. Putusan MK tidak memberi penjagaan terhadap nasab 

yang menjadi salah satu poin penting dari al-d}aru>riya>t al-khamsah. 

Posisi putusan MK dalam pandangan Syariat dengan jelas 

telah memenuhi ketiga faktor yang digunakan dalam menilai indikator 

ekstern al-ta‘assuf dalam penggunaan hak. faktor pertama yaitu tidak 

mungkin menyamakan antara hak anak yang berada dalam status 

hubungan nikah yang memiliki hak keperdataan penuh, dengan anak di 

luar nikah atau yang hubungannya pernikahannya masih 

dipertanyakan. Faktor kedua yaitu kepentingan hak yang ingin 

dipenuhi akan memberikan mudarat yang nyata kepada masyarakat 

muslim Indonesia. Sedangkan faktor ketiga mudarat yang akan 

menimpa dengan pemberian hak perdata tersebut jauh lebih besar 

                                                           
31Al-D{aru>riya>t adalah sesuatu yang harus ada dalam mewujudkan 

maslahat hidup di dunia dan di akhirat, dan apabila ketetapan tersebut tidak 
dijaga tidak akan terwujud maslahat apapun di dunia, bahkan membawa 
kerusakan nyata dan mengakibatkan kerugian. Lihat, Abu Ish}a>q al-Sya>t}ibi>, al-
Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Syari>’ah komentar Abdullah Dirra>z, Juz 2 (Kairo: Da>r 
al-Ma‘rifah, 1997), h. 8. 
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daripada maslahat yang ingin diberikan kepada anak luar nikah. 

Kedua indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi 

sebuah tindakan baik berupa perkataan dan perbuatan sebagai al-

ta‘assuf dalam penggunaan hak, telah digunakan untuk menganalisis 

putusan MK No 46 Tahun 2010. Sesuai dengan analisis al-ta‘assuf  

tersebut maka putusan MK seharusnya tidak menyimpulkan 

ketetapannya dengan memberikan hak perdata kepada anak luar nikah. 

Sebab penggunaan kata hak perdata akan selalu dipahami dengan 

hubungan nasab, yang sebagaimana diketahui dalam Islam nasab hanya 

tercipta dibawah ikatan sah perkawinan.  

Kesimpulan hukum yang diputuskan untuk memberi 

perlindungan kepada anak luar nikah tetapi melupakan hak dan 

kepentingan anak yang memiliki hubungan status tetap sebagai hasil 

perkawinan yang sah, merupakan alasan utama mengapa putusan MK 

tersebut adalah bentuk al-ta‘assuf. Penilaian al-ta‘assuf terhadap 

putusan tersebut bukan berarti Islam tidak memberikan hak kepada 

anak luar nikah. hak anak luar nikah tetap harus diberikan dan 

dilindungi tetapi tidak dengan mencampuradukkan hubungan nasab 

yang sah dengan yang tidak sah. 

c. Solusi Hukum 

Sebuah kritik terhadap sebuah putusan hukum bukanlah 

merupakan penilaian cacat terhadap putusan hukum tersebut, karena 

sebuah putusan hukum memiliki ruang dan waktu, apabila ternyata 

putusan tersebut tidak sesuai untuk zaman sekarang, bukan berarti 

putusan tersebut tidak berlaku untuk zaman selanjutnya. Ibnu Qayyim 

al-Jauziyah mengingatkan perubahan ketetapan hukum dipengaruhi 

oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan tradisi, perubahan 
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terjadi karena dasar dari syariat Islam adalah hikmah dan maslahat 

hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.32 

Berdasarkan pandangan maslahat tadi putusan MK No 46 

Tahun 2010 benar memiliki maslahat dengan memberikan 

penyandaran hak anak luar nikah kepada ayahnya, tetapi maslahat 

tersebut hanya nyata bagi pemohon. Padahal hasil keputusan MK 

sebagaimana kewenangannya merupakan putusan final yang merubah 

dasar filosofis sebuah pasal, dan akan diajukan ke Presiden dan DPR 

untuk menyusun sebuah bentuk pasal yang tepat. Tetapi dengan 

penggunaan kata ‚hak keperdataan‛ yang akan menimbulkan makna 

hak nasab, menjadikan pemberian segala hak keperdataan anak luar 

nikah terhadap ayahnya merupakan aturan umum yang baru dan 

berbeda dengan tradisi pemikiran masyarakat. 

Pengajuan perkara yang dilakukan oleh pemohon dalam hal ini 

terjadi kesalahan prosedur, kesalahan prosedur yang mengakibatkan 

adanya indikasi al-ta‘assuf dalam penggunaan hak terjadi, karena 

pemohon secara pribadi ingin mendapatkan haknya dengan jalan 

merubah aturan umum yang maslahatnya jauh lebih besar. Permohonan 

pemohon untuk mendapatkan haknya seharusnya tetap diajukan ke 

Pengadilan Agama, karena hak yang ingin dicapai adalah kaitannya 

dengan pernikahan pemohon yang belum memiliki ketetapan hukum 

yang tepat. 

                                                           
32Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, I‘la>m al-Muwaqi‘i>n, Juz 4 (Cet 1; 

Jeddah: Da>r Ibnu al-Jau>zi>, 1423H), h. 337. 
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Adapun putusan MK yang menyatakan memberikan hak 

keperdataan kepada ayah dan anak luar nikah merupakan titik 

permasalahan yang harus diberi batasan. Al-Ta‘assuf pada putusan 

tersebut terjadi sepanjang dimaknai bahwa hak keperdataan tersebut 

dimaknai sebagai hubungan nasab. Agar tidak terjadi anggapan seperti 

itu, maka penggunaan kata hak perdata harus dihindari, misalnya 

dengan menggantinya dengan kata bertanggung jawab terhadap anak 

luar nikahnya. Kata bertanggung jawab tersebut ketika digodok DPR, 

DPR harus memperjelas tanggung jawab tersebut melingkupi tanggung 

jawab tertentu saja dan tetap tidak memberikan hubungan nasab 

kepada ayah dan anak luar nikah.  

Terdapat pula fatwa Majelis Ulama Indonesia No 11 Tahun 

2012 yang merupakan tanggapan atas putusan MK No 46 Tahun 2010. 

Menyatakan dalam rekomendasinya bahwa pemerintah wajib 

melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, 

terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang 

menyebabkan kelahiran, dengan hukuman pemenuhan kebutuhan hidup 

anak.33 Fatwa MUI tersebut senada dengan makna yang diinginkan 

dari penelitian al-ta‘assuf ini. Akan tetapi penetapan MUI masih 

membatasi makna anak luar nikah hanya terbatas kepada anak hasil 

perzinahan, padahal jika diteliti lebih dalam bentuk pernikahan tanpa 

pencatatan yang banyak terjadi di Indonesia, mengakibatkan reduksi 

terhadap anak juga. Seharusnya MUI harus berani menyatakan bahwa 

anak-anak hasil pernikahan yang masih diperdebatkan ketetapan 

pernikahannya, harus diakomodir dalam fatwa tersebut. 

                                                           
33Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang 

Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, h. 10. 
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Mengategorikan putusan MK No 46 sebagai sebuah putusan 

yang mengandung al-ta‘assuf, tidak menyatakan bahwa rangkaian 

proses dan hasil putusannya adalah sebuah pelarangan yang abadi. 

Perlu diingat bahwa dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya al-

ta‘assuf terjadi pada tindakan yang pada asalnya dibolehkan oleh 

syariat, tetapi kemudian terjadi pertentangan dengan maksud syariat 

pada proses dan hasil tindakan tersebut. Sebaliknya apabila indikator 

yang menyebabkan al-ta‘assuf dihilangkan maka tindakan tersebut 

kembali pada sifat asalnya yaitu boleh. Putusan yang dikeluarkan MK 

juga seperti itu, apabila penyebab putusan tersebut menjadi al-ta‘assuf 

dihilangkan dengan merubah atau menjelaskan lebih rinci maksud dari 

putusan tersebut, maka pernyataan isi putusan bisa dijalankan untuk 

mencapai maksud yang diinginkan. 

C. Kesimpulan 

Analisis al-ta‘assuf dalam penggunaan hak apabila dikaitkan 

dengan Putusan MK No 46 Tahun 2010 tentang penyandaran posisi 

keperdataan seorang anak di luar nikah kepada ayah dan keluarga 

ayahnya. Membuktikan adanya indikasi besar bahwa Putusan MK 

adalah sebuah tindakan al-ta‘assuf dalam penggunaan haknya. Secara 

status MK sebagai lembaga pemutus keadilan memiliki hak untuk 

menciptakan keadilan bagi warga negara Indonesia yang dinaunginya. 

Tetapi Putusan MK tersebut telah memberikan mudarat yang sangat 

besar kepada para istri sah yang memiliki anak sah dari hubungan 

pernikahan yang sah dan dilindungi oleh agama dan hukum. Pemohon 

pada perkara pengujian undang-undang di MK juga secara asal 
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memiliki hak untuk mencari keadilan atas kesewenang-wenangan yang 

dideritanya. Akan tetapi pengajuan yang dilakukan ke MK, telah 

menjadikan pengajuan perkaranya adalah bentuk al-ta‘assuf 

penggunaan hak diakibatkan mudarat yang didapatkan oleh anak dari 

perkawinan sah. Selain analisa tadi, terdapat fatwa MUI yang 

menentang putusan MK no 46 tersebut. Fatwa tersebut berkesimpulan 

untuk menegaskan posisi anak zina dengan ayahnya, tetapi MUI 

memberi saran ke DPR agar memasukkan poin pertanggungjawaban 

seorang ayah kepada anak zinanya meskipun tanpa hubungan nasab. 

Meskipun fatwa MUI hanya membatasi pada posisi anak zina, tetapi 

saran pertanggungjawaban yang diberikan MUI merupakan sebuah 

solusi untuk keluar dari kondisi al-ta‘assuf yang menaungi putusan 

MK. Selain solusi tadi, putusan MK tersebut tidak akan berimplikasi 

al-ta‘assuf apabila kata ‚hak keperdataan‛ diganti dengan kata lain 

yang tidak memiliki ambiguitas makna, sebab hak keperdataan selalu 

identik dengan nasab. 
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